
 
  PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

Jln Bui batu Kompleks Pemda Melonguane Email : dukcapil7104@gmail.com Kode Pos 95885 
 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 
SIPILKABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 

NOMOR 1 TAHUN 2021 
TENTANG 

STANDAR PELAYANAN (SP) ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 
 

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN 
KEPULAUAN TALAUD, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelengaraan pelayanan 

publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan 
yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban 
berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan 
pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib 
menetapkan standar pelayanan; 

  b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja 
dan kualitas penyelenggaraan pelayanan perlu ditetapkan 
Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan 
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Kepulauan Talaud tentang Standar Pelayanan Administrasi 
Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud. 

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183); 

  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 



 
 
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Nomor 4674, Lembaran Negara Republik 
Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5475); 

  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  
Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor  244, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

  6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan 
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
184); 

  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan; 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang 
Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia tahun 
2016 Nomor 80); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang 
Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan; 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 
tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi 
Kependudukan; 



 
 

  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 6 
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud; 

  14. Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 39 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Kepulauan Talaud. 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  
KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 
ini. 

KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, meliputi ruang lingkup 
pelayanan : 
a. Pendaftaran penduduk; 
b. Pencatatan sipil. 

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib 
dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan 
dalam penilaian kinerja pelayanan oleh penyelenggara, aparat 
pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam 
penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan 
sebagaimana mestinya. 

 
 
 
 
 
 
 

Ditetapkan di  Melonguane 
pada tanggal 22 Januari 2021 

 
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN 
KEPULAUAN TALAUD, 

 
 
 
 

MAX M. BINILANG, SH, MM 
PEMBINA UTAMA MUDA 

NIP. 19630713 199012 1 001 



 
 
 
 
 

 
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS 
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 
NOMOR 1 TAHUN 2021 
TANGGAL22 JANUARI 2021 
TENTANG 
STANDAR PELAYANAN (SP) ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKANPADA DINAS 
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 
SIPILKABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 

 
A. PENDAHULUAN 

1. Visi 
Menjadikan Kabupaten Talaud Lebih Diberkati 

2. Misi 
a. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Bersih. 
b. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Elok. 
c. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud YangRamah.  
d. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud Berlandaskan Pada 

Kasih 
e. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud Yang 

Aman. 
f. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Tangguh 

 
B. STANDAR PELAYANAN 

Jenis Standar Pelayanan : 
a. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Baru; 
b. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Perubahan Data; 
c. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Hilang/Rusak; 
d. Penerbitan KTP Elektronik (KTP-el) Baru; 
e. Penerbitan KTP Elektronik (KTP-el) Perubahan Data; 
f. Penerbitan KTP Elektronik (KTP-el) Pindah Datang; 
g. Penerbitan KTP Elektronik (KTP-el) Hilang/Rusak; 
h. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Baru; 
i. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Pindah Datang; 



 
 

j. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Hilang/Rusak; 
k. Penerbitan Surat Pindah WNI Antar Kabupaten/Kota/Provinsi; 
l. Penerbitan Akta Perkawinan; 
m. Penerbitan Akta Perceraian; 
n. Penerbitan Akta Kelahiran; 
o. Penerbitan Akta Kematian; 
p. Penerbitan Akta Pengakuan Anak; 
q. Penerbitan Akta Pengesahan Anak; 
r. Penerbitan Catatan Pinggir Pengangkatan Anak; 
s. Penerbitan Akta Kutipan Kedua (Perbaikan data) terbitan Kabupaten Kepulauan 

Talaud; dan 
t. Penerbitan Akta Kutipan Kedua (Hilang/Rusak) terbitan Kabupaten Kepulauan 

Talaud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

STANDAR PELAYANAN 
Penerbitan Kartu KeluargaBaru 

 
No. Dokumen : 1 TAHUN 2021 
Tgl. Efektif      : 22 JANUARI 2021 

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 
 

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi : 
No Komponen Uraian 
1. Persyaratan 

Administrasi 
a. Mengisi Formulir F-1.02 
b. Kartu Keluarga baru : 

 Membentuk keluarga baru :  Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;  SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat (F-1.05), jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian. 
 Penggantian Kepala Keluarga (kematian kepala keluarga) :  Fotokopi akta kematian;  Fotokopi KK lama.  Pisah KK Dalam 1 (Satu) Alamat :  Fotokopi KK lama;  Berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el. 

2. Sistem, Mekanisme 
dan Prosedur  

 

3. Jangka Waktu pelayanan 1 (satu) hari kerja, kecuali mengalami kendala / gangguan teknis 
4. Biaya/Tarif Gratis 
5. Produk Pelayanan Kartu Keluarga (KK) 
6. Penanganan Pengaduan, saran dan 

masukan 
Tatap muka langsung  

 
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi : 

No Komponen Uraian 
1 Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Standar Pelayanan; d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi 
Kependudukan; 

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; 
f. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil; g. Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud. 

2. Sarana, Prasarana,dan/atau 
Fasilitas 

ATK, Printer, Komputer, Meja, Kursi, Jaringan, Kamera, Ruang tunggu, Toilet 

3. Kompetensi 
Pelaksana 

a. Memahami Peraturan Perundang-undangan 
b. Mampu menjalankan Aplikasi 

4. Pengawasan Internal a. Kepala Bidang 
b. Sekretaris 
c. Kepala Dinas 

5. Jumlah Pelaksana a. Kepala Dinas : 1 orang b. Kepala Bidang : 1 orang 
c. Kepala Seksi : 3 orang 
d. Staf : 5 orang 

6. Jaminan Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu 
7. Jaminan Keamanan 

dan Keselamatan Pelayanan 
Sistem Bebas Calo 

8. Evaluasi Kinerja 
Pelaksanan 

3(tiga) Bulan Sekali 



 
 

  
STANDAR PELAYANAN 

Penerbitan Kartu Keluarga Perubahan Data 

 No. Dokumen : 1 TAHUN 2021 
Tgl. Efektif      : 22 JANUARI 2021 

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk  
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi : 

No Komponen Uraian 
1. Persyaratan Administrasi a. Mengisi Formulir F-1.02 b. Perubahan data Kartu Keluarga :  Kartu Keluarga Asli;  Surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting. 

2. Sistem, Mekanisme 
dan Prosedur  

 

3. Jangka Waktu 
pelayanan 

1 (satu) hari kerja, kecuali mengalami kendala / gangguan teknis 
4. Biaya/Tarif Gratis 
5. Produk Pelayanan Kartu Keluarga (KK) 
6. Penanganan 

Pengaduan, saran dan masukan 
Tatap muka langsung 
 

 
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi : 

No Komponen Uraian 
1 Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan; 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan; 
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam 

Administrasi Kependudukan; f. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil; g. Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud. 

2. Sarana, 
Prasarana,dan/atau Fasilitas 

ATK, Printer, Komputer, Meja, Kursi, Jaringan, Kamera, Ruang tunggu, Toilet 

3. Kompetensi 
Pelaksana 

a. Memahami Peraturan Perundang-undangan 
b. Mampu menjalankan Aplikasi 

4. Pengawasan Internal a. Kepala Bidang b. Sekretaris 
c. Kepala Dinas 

5. Jumlah Pelaksana a. Kepala Dinas : 1 orang b. Kepala Bidang : 1 orang 
c. Kepala Seksi : 3 orang 
d. Staf : 5 orang 

6. Jaminan Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu 
7. Jaminan Keamanan 

dan Keselamatan 
Pelayanan 

Sistem Bebas Calo 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksanan 3(tiga) Bulan Sekali 



 
 

  
STANDAR PELAYANAN 
Penerbitan Kartu Keluarga 

Hilang/Rusak 

 
No. Dokumen : 1 TAHUN 2021 
Tgl. Efektif      : 22JANUARI 2021 

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk  
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi : 

No Komponen Uraian 
1. Persyaratan Administrasi a. Mengisi Formulir F-1.02 b. Kartu Keluarga Hilang/Rusak :   Surat keterangan hilang dari kepolisian;  Fotokopi KTP-el;  Kartu Keluarga yang rusak. 

2. Sistem, Mekanisme 
dan Prosedur  

 
3. Jangka Waktu 

pelayanan 
1 (satu) hari kerja, kecuali mengalami kendala / gangguan teknis 

4. Biaya/Tarif Gratis 
5. Produk Pelayanan Kartu Keluarga (KK) 
6. Penanganan 

Pengaduan, saran dan masukan 
Tatap muka langsung 
 

 
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi : 

No Komponen Uraian 
1 Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 
tentang Pedoman Standar Pelayanan; 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan; 
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan 

Dalam Administrasi Kependudukan; f. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil; g. Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan 
Talaud. 

2. Sarana, Prasarana,dan/atau 
Fasilitas 

ATK, Printer, Komputer, Meja, Kursi, Jaringan, Kamera, Ruang tunggu, Toilet 

3. Kompetensi Pelaksana a. Memahami Peraturan Perundang-undangan b. Mampu menjalankan Aplikasi 
4. Pengawasan Internal a. Kepala Bidang 

b. Sekretaris 
c. Kepala Dinas 

5. Jumlah Pelaksana a. Kepala Dinas : 1 orang 
b. Kepala Bidang : 1 orang 
c. Kepala Seksi : 3 orang d. Staf : 5 orang 

6. Jaminan Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu 
7. Jaminan Keamanan 

dan Keselamatan Pelayanan 
Sistem Bebas Calo 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksanan 3(tiga) Bulan Sekali 

  
STANDAR PELAYANAN  

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 
Elektronik (KTP-el) baru 

 
No. Dokumen : 1 TAHUN 2021 
Tgl. Efektif      : 22JANUARI 2021 

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 
 

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi : 
No Komponen Uraian 



 
 

 

1. Persyaratan Administrasi a. Mengisi Formulir F 1.02 b. Telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah 
c. KTP-el baru :  Fotokopi Kartu Keluarga 

2. Sistem, Mekanisme 
dan Prosedur  

 3. Jangka Waktu 
pelayanan 

1 (satu) hari kerja, kecuali mengalami kendala / gangguan teknis 
4. Biaya/Tarif Gratis 
5. Produk Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) 
6. Penanganan 

Pengaduan, saran dan 
masukan 

Tatap muka langsung 

 
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi : 

No Komponen Uraian 
1 Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 
tentang Pedoman Standar Pelayanan; 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan; 
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan 

Dalam Administrasi Kependudukan; f. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil; 

g. Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan 
Talaud. 

2. Sarana, Prasarana, 
dan/atau Fasilitas 

ATK, Printer, Komputer, Meja, Kursi, Jaringan, Kamera, Ruang tunggu, Toilet 
3. Kompetensi 

Pelaksana 
a. Memahami Peraturan Perundang-undangan 
b. Mampu menjalankan Aplikasi 

4. Pengawasan Internal a. Kepala Bidang 
b. Sekretaris c. Kepala Dinas 

5. Jumlah Pelaksana a. Kepala Dinas : 1 orang 
b. Kepala Bidang : 1 orang c. Kepala Seksi : 3 orang 
d. Staf : 5 orang 

6. Jaminan Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu 
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan 

Pelayanan 
Sistem Bebas Calo 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksanan 3(tiga) Bulan Sekali 



 
   

STANDAR PELAYANAN 
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 
Elektronik (KTP-el) Pindah Datang 

Penduduk 

 
No. Dokumen : 1 TAHUN 2021 
Tgl. Efektif      : 22JANUARI 2021 

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 
 

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi : 
No Komponen Uraian 
1. Persyaratan 

Administrasi 
a. Mengisi Formulir F 1.02 
b. Telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah 
c. KTP-el Pindah datang penduduk :  Surat keterangan pindah dari Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah asal  KTP-el lama 

2. Sistem, Mekanisme 
dan Prosedur  

 

3. Jangka Waktu 
pelayanan 

1 (satu) hari kerja, kecuali mengalami kendala / gangguan teknis 
4. Biaya/Tarif Gratis 
5. Produk Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) 
6. Penanganan 

Pengaduan, saran dan 
masukan 

Tatap muka langsung 

 
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi : 

No Komponen Uraian 
1 Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 
tentang Pedoman Standar Pelayanan; 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan; 
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan 

Dalam Administrasi Kependudukan; f. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil; 

g. Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan 
Talaud. 

2. Sarana, Prasarana, 
dan/atau Fasilitas 

ATK, Printer, Komputer, Meja, Kursi, Jaringan, Kamera, Ruang tunggu, Toilet 
3. Kompetensi 

Pelaksana 
a. Memahami Peraturan Perundang-undangan 
b. Mampu menjalankan Aplikasi 

4. Pengawasan Internal a. Kepala Bidang 
b. Sekretaris c. Kepala Dinas 

5. Jumlah Pelaksana a. Kepala Dinas : 1 orang 
b. Kepala Bidang : 1 orang c. Kepala Seksi : 3 orang 
d. Staf : 5 orang 

6. Jaminan Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu 
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan 

Pelayanan 
Sistem Bebas Calo 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksanan 3(tiga) Bulan Sekali 



 
 

  
STANDAR PELAYANAN  

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 
Elektronik (KTP-el) Perubahan Data 

 
No. Dokumen : 1 TAHUN 2021 
Tgl. Efektif      : 22JANUARI 2021 

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk  
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi : 

No Komponen Uraian 
1. Persyaratan Administrasi a. Mengisi Formulir F 1.02 b. Telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah 

c. KTP-el Perubahan data :  KTP-el lama  Surat keterangan/bukti perubahan peristiwakependudukan dan Peristiwa Penting  

2. Sistem, Mekanisme 
dan Prosedur  

 

3. Jangka Waktu 
pelayanan 

1 (satu) hari kerja, kecuali mengalami kendala / gangguan teknis 
4. Biaya/Tarif Gratis 
5. Produk Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) 
6. Penanganan 

Pengaduan, saran dan 
masukan 

Tatap muka langsung 

 
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi : 

No Komponen Uraian 
1 Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 
tentang Pedoman Standar Pelayanan; 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan; 
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan 

Dalam Administrasi Kependudukan; f. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil; 

g. Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan 
Talaud. 

2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas ATK, Printer, Komputer, Meja, Kursi, Jaringan, Kamera, Ruang tunggu, Toilet 
3. Kompetensi 

Pelaksana 
a. Memahami Peraturan Perundang-undangan 
b. Mampu menjalankan Aplikasi 

4. Pengawasan Internal a. Kepala Bidang b. Sekretaris 
c. Kepala Dinas 

5. Jumlah Pelaksana a. Kepala Dinas : 1 orang 
b. Kepala Bidang : 1 orang c. Kepala Seksi : 3 orang 
d. Staf : 5 orang 

6. Jaminan Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu 
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan 

Pelayanan 
Sistem Bebas Calo 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksanan 3(tiga) Bulan Sekali 



 
 

 

  
STANDAR PELAYANAN  

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 
Elektronik (KTP-el) Hilang/Rusak 

 
No. Dokumen : 1 TAHUN 2021 
Tgl. Efektif      : 22JANUARI 2021 

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk  
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi : 

No Komponen Uraian 
1. Persyaratan Administrasi a. Mengisi Formulir F 1.02 b. Telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah 

c. KTP-el Hilang/Rusak :  Surat keterangan hilang dari kepolisian  KTP-el yang rusak  
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur  

 

3. Jangka Waktu 
pelayanan 

1 (satu) hari kerja, kecuali mengalami kendala / gangguan teknis 
4. Biaya/Tarif Gratis 
5. Produk Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) 
6. Penanganan 

Pengaduan, saran dan 
masukan 

Tatap muka langsung 

 
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi : 

No Komponen Uraian 
1 Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 
tentang Pedoman Standar Pelayanan; 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan; 
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan 

Dalam Administrasi Kependudukan; f. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil; 

g. Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan 
Talaud. 

2. Sarana, Prasarana, 
dan/atau Fasilitas 

ATK, Printer, Komputer, Meja, Kursi, Jaringan, Kamera, Ruang tunggu, Toilet 
3. Kompetensi 

Pelaksana 
a. Memahami Peraturan Perundang-undangan 
b. Mampu menjalankan Aplikasi 

4. Pengawasan Internal a. Kepala Bidang 
b. Sekretaris c. Kepala Dinas 

5. Jumlah Pelaksana a. Kepala Dinas : 1 orang 
b. Kepala Bidang : 1 orang c. Kepala Seksi : 3 orang 
d. Staf : 5 orang 

6. Jaminan Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu 
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan 

Pelayanan 
Sistem Bebas Calo 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksanan 3(tiga) Bulan Sekali 



 
 

  
STANDAR PELAYANAN 

 
Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) baru 

 No. Dokumen : 1 TAHUN 2021 
Tgl. Efektif      : 22 JANUARI 2021 

Unit Kerja 
 : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

 A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi : 
No Komponen Uraian 
1. Persyaratan 

Administrasi 
a. Mengisi Formulir F 1.02 
b. Telah berusia 0 s/d 17 tahun kurang 1 hari c. Pas foto warna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar untuk anak berusia diatas 5 s/d 17 tahun kurang 1 hari :  Latar biru (Tahun kelahiran genap);  Latar merah (Tahun kelahiran ganjil). d. KIA baru :  Fotokopi Akta Kelahiran;  Kartu Keluarga orang tua/wali asli;  KTP-el orang tua/wali asli.  

2. Sistem, Mekanisme 
dan Prosedur  

 

3. Jangka Waktu 
pelayanan 

1 (satu) hari kerja, kecuali mengalami kendala / gangguan teknis 
4. Biaya/Tarif Gratis 
5. Produk Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) 
6. Penanganan 

Pengaduan, saran dan 
masukan 

Tatap muka langsung 

 
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi : 

No Komponen Uraian 
1 Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil; 
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan 

Administrasi Kependudukan; e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan 
Dalam Administrasi Kependudukan; 

f. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
g. Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud. 
2. Sarana, Prasarana, 

dan/atau Fasilitas 
ATK, Printer, Komputer, Meja, Kursi, Jaringan, Kamera, Ruang tunggu, Toilet 

3. Kompetensi Pelaksana a. Memahami Peraturan Perundang-undangan b. Mampu menjalankan Aplikasi 
4. Pengawasan Internal a. Kepala Bidang 

b. Sekretaris c. Kepala Dinas 
5. Jumlah Pelaksana a. Kepala Dinas : 1 orang 

b. Kepala Bidang : 1 orang c. Kepala Seksi : 3 orang 
d. Staf : 5 orang 

6. Jaminan Pelayanan Penerbitan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu 
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan 

Pelayanan 
Sistem Bebas Calo 

8. Evaluasi Kinerja 
Pelaksanan 

3(tiga) Bulan Sekali 



 
 

  
STANDAR PELAYANAN 

 
Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Pindah Datang 

 No. Dokumen : 1 TAHUN 2021 
Tgl. Efektif      : 22 JANUARI 2021 

Unit Kerja 
 : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

 A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi : 
No Komponen Uraian 
1. Persyaratan 

Administrasi 
a. Mengisi Formulir F 1.02 
b. Telah berusia 0 s/d 17 tahun kurang 1 hari c. Pas foto warna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar untuk anak berusia diatas 5 s/d 17 tahun kurang 1 hari :  Latar biru (Tahun kelahiran genap);  Latar merah (Tahun kelahiran ganjil). d. KIA karena pindah datang :  Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang;  Fotokopi Akta Kelahiran;  Kartu Keluarga orang tua/wali asli;  KTP-el orang tua/wali asli. 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur  

 

3. Jangka Waktu 
pelayanan 

1 (satu) hari kerja, kecuali mengalami kendala / gangguan teknis 
4. Biaya/Tarif Gratis 
5. Produk Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) 
6. Penanganan 

Pengaduan, saran dan masukan 
Tatap muka langsung 

 
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi : 

No Komponen Uraian 
1 Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 
tentang Pedoman Standar Pelayanan; 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan; 
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan 

Dalam Administrasi Kependudukan; f. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil; 

g. Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan 
Talaud. 

2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas ATK, Printer, Komputer, Meja, Kursi, Jaringan, Kamera, Ruang tunggu, Toilet 
3. Kompetensi 

Pelaksana 
a. Memahami Peraturan Perundang-undangan 
b. Mampu menjalankan Aplikasi 

4. Pengawasan Internal a. Kepala Bidang b. Sekretaris 
c. Kepala Dinas 

5. Jumlah Pelaksana a. Kepala Dinas : 1 orang b. Kepala Bidang : 1 orang 
c. Kepala Seksi : 3 orang 
d. Staf : 5 orang 

6. Jaminan Pelayanan Penerbitan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu 
7. Jaminan Keamanan 

dan Keselamatan 
Pelayanan 

Sistem Bebas Calo 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksanan 3(tiga) Bulan Sekali 



 
 

  
STANDAR PELAYANAN  

Penerbitan Kartu Identitas Anak 
(KIA) Hilang/Rusak 

 
No. Dokumen : 1 TAHUN 2021 
Tgl. Efektif      : 22JANUARI 2021 

Unit Kerja 
 : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

 A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi : 
No Komponen Uraian 
1. Persyaratan 

Administrasi 
a. Mengisi Formulir F 1.02 
b. Telah berusia 0 s/d 17 tahun kurang 1 hari c. Pas foto warna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar untuk anak berusia diatas 5 s/d 17 tahun kurang 1 hari :  Latar biru (Tahun kelahiran genap);  Latar merah (Tahun kelahiran ganjil). d. KIA hilang/rusak  Surat keterangan hilang dari kepolisian;  KIA yang rusak.  

2. Sistem, Mekanisme 
dan Prosedur  

 

3. Jangka Waktu 
pelayanan 

1 (satu) hari kerja, kecuali mengalami kendala / gangguan teknis 
4. Biaya/Tarif Gratis 
5. Produk Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) 
6. Penanganan 

Pengaduan, saran dan 
masukan 

Tatap muka langsung 

 
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi : 

No Komponen Uraian 
1 Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil; 
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan 

Administrasi Kependudukan; e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan 
Dalam Administrasi Kependudukan; 

f. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
g. Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan 

Talaud. 
2. Sarana, Prasarana, 

dan/atau Fasilitas 
ATK, Printer, Komputer, Meja, Kursi, Jaringan, Kamera, Ruang tunggu, Toilet 

3. Kompetensi 
Pelaksana 

a. Memahami Peraturan Perundang-undangan 
b. Mampu menjalankan Aplikasi 

4. Pengawasan Internal a. Kepala Bidang 
b. Sekretaris c. Kepala Dinas 

5. Jumlah Pelaksana a. Kepala Dinas : 1 orang 
b. Kepala Bidang : 1 orang c. Kepala Seksi : 3 orang 
d. Staf : 5 orang 

6. Jaminan Pelayanan Penerbitan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu 
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan 

Pelayanan 
Sistem Bebas Calo 

8. Evaluasi Kinerja 
Pelaksanan 

3(tiga) Bulan Sekali 



 
 

  
STANDAR PELAYANAN 

 
Penerbitan Surat Pindah WNI Antar 

Kabupaten/Kota/Provinsi 

 
No. Dokumen : 1 TAHUN 2021 
Tgl. Efektif      : 22JANUARI 2021 

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 
 

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi : 
No. Komponen Uraian 
1. Persyaratan 

Administrasi 
a. Mengisi Formulir F 1.03 
b. Fotokopi Kartu Keluarga 

2. Sistem, 
Mekanisme dan Prosedur  

 3. Jangka Waktu 
pelayanan 

1 (satu) hari kerja, kecuali mengalami kendala / gangguan teknis 
4. Biaya/Tarif Gratis 
5. Produk 

Pelayanan 
Penerbitan Surat Pindah Keluar WNI Antar Kabupaten/Kota/Provinsi 

6. Penanganan 
Pengaduan, saran dan 
masukan 

Tatap muka langsung 

 
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) 

meliputi : 
No Komponen Uraian 
1 Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 
tentang Pedoman Standar Pelayanan; 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan; 
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan 

Dalam Administrasi Kependudukan; f. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil; 

g. Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan 
Talaud. 

2. Sarana, 
Prasarana, dan/atau Fasilitas 

ATK, Printer, Komputer, Meja, Kursi, Jaringan, Kamera, Ruang tunggu, Toilet 

3. Kompetensi 
Pelaksana 

a. Memahami Peraturan Perundang-undangan 
b. Mampu menjalankan Aplikasi 

4. Pengawasan 
Internal 

a. Kepala Bidang 
b. Sekretaris 
c. Kepala Dinas 

5. Jumlah Pelaksana a. Kepala Dinas : 1 orang b. Kepala Bidang : 1 orang 
c. Kepala Seksi : 3 orang 
d. Staf : 5 orang 

6. Jaminan 
Pelayanan 

Penerbitan Surat Pindah WNI Antar Kabupaten/Kota/Provinsi yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu 
7. Jaminan 

Keamanan dan Keselamatan 
Pelayanan 

Sistem Bebas Calo 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan 3(tiga) Bulan Sekali 



 
 
 

  
STANDAR PELAYANAN 

Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan 
 
No. Dokumen : 1 TAHUN 2021 
Tgl. Efektif      : 22JANUARI 2021 

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 
 A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi : 

No. Komponen Uraian 
1. Persyaratan Administrasi a. Mengisi Formulir F-2.01 

b. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat 
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa c. KTP-el asli suami dan istri    

d. Kartu Keluarga asli   
e. Pas foto warna suami dan istri ukuran 4 x 6 sebanyak 1 lembar  f. Fotokopi Akta Kematian bagi janda atau duda karena cerai mati 
g. Fotokopi Akta Perceraian bagi janda atau duda karena cerai hidup h. Diumumkan selama 10sampai dengan maksimal 14 hari 

2. Sistem, Mekanisme dan 
Prosedur  

 3. Jangka Waktu pelayanan 1 (satu) hari kerja setelahpenandatanganan registerperkawinan, kecuali mengalami kendala / 
gangguan teknis 

4. Biaya/Tarif Gratis 
5. Produk Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan 
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan Tatap muka langsung 

 
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi : 

No Komponen Uraian 
1 Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 

2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan 
Administrasi Kependudukan; 

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; 
f. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil; g. Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Kepulauan Talaud. 

2. Sarana, Prasarana, 
dan/atau Fasilitas 

ATK, Printer, Komputer, Meja, Kursi, Jaringan, Kamera, Ruang tunggu, Toilet 
3. Kompetensi Pelaksana a. Memahami Peraturan Perundang-undangan 

b. Mampu menjalankan Aplikasi 
4. Pengawasan Internal a. Kepala Bidang 

b. Sekretaris 
c. Kepala Dinas 

5. Jumlah Pelaksana a. Kepala Dinas : 1 orang b. Kepala Bidang : 1 orang 
c. Kepala Seksi : 3 orang d. Staf : 1 orang 

6. Jaminan Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu 
7. Jaminan Keamanan dan 

Keselamatan Pelayanan 
Sistem Bebas Calo 



 
 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan 3(tiga) Bulan Sekali 

  
STANDAR PELAYANAN  

Penerbitan Kutipan Akta Perceraian  

 
No. Dokumen : 1 TAHUN 2021 
Tgl. Efektif      : 22JANUARI 2021 

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil  
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi : 

No. Komponen Uraian 
1. Persyaratan Administrasi a. Mengisi Formulir F 2.01 b. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

c. Kutipan Akta Perkawinan asli 
d. Kartu Keluarga asli e. KTP-el asli 

2. Sistem, Mekanisme 
dan Prosedur  

 3. Jangka Waktu 
pelayanan 

1 (satu) hari kerja, kecuali mengalami kendala / gangguan teknis 
4. Biaya/Tarif Gratis 
5. Produk Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian 
6. Penanganan 

Pengaduan, saran 
dan masukan 

Tatap muka langsung 

 
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) 

meliputi : 
No Komponen Uraian 
1 Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk 
dan Pencatatan Sipil; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 
tentang Pedoman Standar Pelayanan; 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan; 
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan 

Dalam Administrasi Kependudukan; f. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil; 

g. Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan 
Talaud. 

2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas ATK, Printer, Komputer, Meja, Kursi, Jaringan, Kamera, Ruang tunggu, Toilet 
3. Kompetensi 

Pelaksana 
a. Memahami Peraturan Perundang-undangan 
b. Mampu menjalankan Aplikasi 

4. Pengawasan Internal a. Kepala Bidang b. Sekretaris 
c. Kepala Dinas 

5. Jumlah Pelaksana a. Kepala Dinas : 1 orang b. Kepala Bidang : 1 orang 
c. Kepala Seksi : 3 orang 
d. Staf : 1 orang 

6. Jaminan Pelayanan Penerbitan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu 
7. Jaminan Keamanan 

dan Keselamatan 
Pelayanan 

Sistem Bebas Calo 



 
 

 
8. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan 3(tiga) Bulan Sekali 



 
   

STANDAR PELAYANAN 
 

Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran 

 
No. Dokumen : 1 TAHUN 2021 
Tgl. Efektif      : 22JANUARI 2021 

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil  
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi : 

No. Komponen Uraian 
1. Persyaratan 

Administrasi 
a. Mengisi Formulir F 2.01 
b. Fotokopi Kartu Keluarga c. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran 
d. Fotokopi Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan 
e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Data Kelahiran (F-2.03), jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf c 
f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri (F-2.04), jika tidak 

memenuhi persyaratan sebagaimana huruf d 
2. Sistem, Mekanisme dan 

Prosedur  

 
3. Jangka Waktu 

pelayanan 
1 (satu) hari kerja, kecuali mengalami kendala / gangguan teknis 

4. Biaya/Tarif Gratis 
5. Produk Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran  
6. Penanganan 

Pengaduan, saran dan 
masukan 

Tatap muka langsung 

 
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) 

meliputi : 
No Komponen Uraian 
1 Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 

tentang Pedoman Standar Pelayanan; d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan 
Administrasi Kependudukan; 

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; 
f. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil; g. Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan 
Talaud. 

2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas ATK, Printer, Komputer, Meja, Kursi, Jaringan, Kamera, Ruang tunggu, Toilet 
3. Kompetensi Pelaksana a. Memahami Peraturan Perundang-undangan 

b. Mampu menjalankan Aplikasi 
4. Pengawasan Internal a. Kepala Bidang b. Sekretaris 

c. Kepala Dinas 
5. Jumlah Pelaksana a. Kepala Dinas : 1 orang b. Kepala Bidang : 1 orang 

c. Kepala Seksi : 3 orang 
d. Staf : 1 orang 

6. Jaminan Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu 
7. Jaminan Keamanan 

dan Keselamatan 
Pelayanan 

Sistem Bebas Calo 

8. Evaluasi Kinerja 
Pelaksanaan 

3(tiga) Bulan Sekali 



 
 

 

  
STANDAR PELAYANAN 

 
Penerbitan Kutipan Akta Kematian 

 
No. Dokumen : 1 TAHUN 2021 
Tgl. Efektif      : 22JANUARI 2021 

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil  
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi : 

No. Komponen Uraian 
1. Persyaratan Administrasi a. Mengisi Formulir F 2.01 b. Fotokopi Surat Kematian 

c. Fotokopi Kartu Keluarga / KTP-el yang meninggal dunia 
2. Sistem, Mekanisme dan 

Prosedur  

 
3. Jangka Waktu 

pelayanan 
1 (satu) hari kerja, kecuali mengalami kendala / gangguan teknis 

4. Biaya/Tarif Gratis 
5. Produk Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Kematian 

 
6. Penanganan Pengaduan, saran dan 

masukan 
Tatap muka langsung 

 
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) 

meliputi : 
No Komponen Uraian 
1 Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk 

dan Pencatatan Sipil; 
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan; 
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan 

Dalam Administrasi Kependudukan; f. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil; 

g. Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan 
Talaud. 

2. Sarana, Prasarana, 
dan/atau Fasilitas 

ATK, Printer, Komputer, Meja, Kursi, Jaringan, Kamera, Ruang tunggu, Toilet 
3. Kompetensi Pelaksana a. Memahami Peraturan Perundang-undangan 

b. Mampu menjalankan Aplikasi 
4. Pengawasan Internal a. Kepala Bidang 

b. Sekretaris c. Kepala Dinas 
5. Jumlah Pelaksana a. Kepala Dinas : 1 orang 

b. Kepala Bidang : 1 orang c. Kepala Seksi : 3 orang 
d. Staf : 1 orang 

6. Jaminan Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Kematian yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu 
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan 

Pelayanan 
Sistem Bebas Calo 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan 3(tiga) Bulan Sekali 



 
 
 

  
STANDAR PELAYANAN 

 
Penerbitan Akta Pengakuan Anak 

  

 
No. Dokumen : 1 TAHUN 2021 
Tgl. Efektif      : 22JANUARI 2021 

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 
 

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi : 
No. Komponen Uraian 
1. Persyaratan 

Administrasi 
a. Mengisi Formulir F 2.01 
b. Surat Pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung asli 
c. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME 
d. Fotokopi KK ayah atau ibu 
e. Kutipan Akta Kelahiran.  

2. Sistem, Mekanisme 
dan Prosedur  

 3. Jangka Waktu pelayanan 1 (satu) hari kerja, kecuali mengalami kendala / gangguan teknis 
4. Biaya/Tarif Gratis 
5. Produk Pelayanan Penerbitan Akta Pengakuan Anak 
6. Penanganan 

Pengaduan, saran dan masukan 
Tatap muka langsung 

 
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi : 

No Komponen Uraian 
1 Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 

tentang Pedoman Standar Pelayanan; d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan 
Administrasi Kependudukan; 

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; 
f. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil; g. Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan 
Talaud. 

2. Sarana, Prasarana, 
dan/atau Fasilitas 

ATK, Printer, Komputer, Meja, Kursi, Jaringan, Kamera, Ruang tunggu, Toilet 
3. Kompetensi 

Pelaksana 
a. Memahami Peraturan Perundang-undangan 
b. Mampu menjalankan Aplikasi 

4. Pengawasan Internal a. Kepala Bidang 
b. Sekretaris 
c. Kepala Dinas 

5. Jumlah Pelaksana a. Kepala Dinas : 1 orang b. Kepala Bidang : 1 orang 
c. Kepala Seksi : 3 orang 
d. Staf : 1 orang 

6. Jaminan Pelayanan Penerbitan Akta Pengakuan Anak yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu 
7. Jaminan Keamanan 

dan Keselamatan Pelayanan 
Sistem Bebas Calo 

8. Evaluasi Kinerja 
Pelaksanaan 

3(tiga) Bulan Sekali 



 
 
 

  
STANDAR PELAYANAN 

 
Penerbitan Akta Pengesahan Anak  

 
No. Dokumen : 1 TAHUN 2021 
Tgl. Efektif      : 22JANUARI 2021 

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 
 

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi : 
No. Komponen Uraian 
1. Persyaratan Administrasi a. Mengisi Formulir F 2.01 b. Fotokopi KK orang tua  

c. Kutipan Akta Kelahiran 
d. Fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak 

2. Sistem, Mekanisme 
dan Prosedur  

 3. Jangka Waktu pelayanan 1 (satu) hari kerja, kecuali mengalami kendala / gangguan teknis 
4. Biaya/Tarif Gratis 
5. Produk Pelayanan Penerbitan Akta Pengesahan Anak 
6. Penanganan 

Pengaduan, saran dan 
masukan 

Tatap muka langsung 

 
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi : 

No Komponen Uraian 
1 Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 

tentang Pedoman Standar Pelayanan; d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan 
Administrasi Kependudukan; 

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; 
f. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil; g. Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan 
Talaud. 

2. Sarana, Prasarana, 
dan/atau Fasilitas 

ATK, Printer, Komputer, Meja, Kursi, Jaringan, Kamera, Ruang tunggu, Toilet 
3. Kompetensi 

Pelaksana 
a. Memahami Peraturan Perundang-undangan 
b. Mampu menjalankan Aplikasi 

4. Pengawasan Internal a. Kepala Bidang 
b. Sekretaris 
c. Kepala Dinas 

5. Jumlah Pelaksana a. Kepala Dinas : 1 orang b. Kepala Bidang : 1 orang 
c. Kepala Seksi : 3 orang 
d. Staf : 1 orang 

6. Jaminan Pelayanan Penerbitan Akta Pengesahan Anak yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu 
7. Jaminan Keamanan 

dan Keselamatan 
Pelayanan 

Sistem Bebas Calo 



 
 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan 3(tiga) Bulan Sekali 

  
STANDAR PELAYANAN 

Penerbitan Catatan Pinggir 
Pengangkatan Anak  

 

 
No. Dokumen : 1 TAHUN 2021 
Tgl. Efektif      : 22JANUARI 2021 

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 
 

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi : 
No. Komponen Uraian 
1. Persyaratan 

Administrasi 
a. Mengisi Formulir F 2.01 
b. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan c. Fotokopi KK orang tua angkat 
d. Kutipan Akta Kelahiran anak 

2. Sistem, Mekanisme 
dan Prosedur  

 3. Jangka Waktu pelayanan 1 (satu) hari kerja, kecuali mengalami kendala / gangguan teknis 
4. Biaya/Tarif Gratis 
5. Produk Pelayanan Penerbitan Catatan Pinggir Pengangkatan Anak 
6. Penanganan 

Pengaduan, saran dan masukan 
Tatap muka langsung 

 
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi : 

No Komponen Uraian 
1 Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 

tentang Pedoman Standar Pelayanan; d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan 
Administrasi Kependudukan; 

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; 
f. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil; g. Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan 
Talaud. 

2. Sarana, Prasarana, 
dan/atau Fasilitas 

ATK, Printer, Komputer, Meja, Kursi, Jaringan, Kamera, Ruang tunggu, Toilet 
3. Kompetensi 

Pelaksana 
a. Memahami Peraturan Perundang-undangan 
b. Mampu menjalankan Aplikasi 

4. Pengawasan Internal a. Kepala Bidang 
b. Sekretaris 
c. Kepala Dinas 

5. Jumlah Pelaksana a. Kepala Dinas : 1 orang b. Kepala Bidang : 1 orang 
c. Kepala Seksi : 3 orang d. Staf : 1 orang 

: Jaminan Pelayanan Penerbitan Catatan Pinggir Pengangkatan Anak yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu 
7. Jaminan Keamanan 

dan Keselamatan 
Sistem Bebas Calo 



 
 
Pelayanan 

8. Evaluasi Kinerja 
Pelaksanaan 

3(tiga) Bulan Sekali 

  
STANDAR PELAYANAN 

Penerbitan Akta Kutipan Kedua (perbaikan 
data) terbitan Kab. Kepl. Talaud 

 
No. Dokumen : 1 TAHUN 2021 
Tgl. Efektif      : 22JANUARI 2021 

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi : 

No. Komponen Uraian 
1. Persyaratan 

Administrasi 
a. Perbaikan data 

1) Fotokopi KK dan KTP-el pemohon 
2) Asli kutipan akta 3) Fotokopi dokumen acuan (Ijazah, surat nikah, dan lain-lain) 
 

2. Sistem, Mekanisme 
dan Prosedur  

 3. Jangka Waktu pelayanan 1 (satu) hari kerja, kecuali mengalami kendala / gangguan teknis 
4. Biaya/Tarif Gratis 
5. Produk Pelayanan Penerbitan Akta Kutipan Kedua (perbaikan data, akta yang rusak, hilang)  
6. Penanganan 

Pengaduan, saran dan masukan 
Tatap muka langsung 

 
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi : 

No Komponen Uraian 
1 Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 

tentang Pedoman Standar Pelayanan; d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan 
Administrasi Kependudukan; 

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; 
f. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil; g. Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan 
Talaud. 

2. Sarana, Prasarana, 
dan/atau Fasilitas 

ATK, Printer, Komputer, Meja, Kursi, Jaringan, Kamera, Ruang tunggu, Toilet 
3. Kompetensi 

Pelaksana 
a. Memahami Peraturan Perundang-undangan 
b. Mampu menjalankan Aplikasi 

4. Pengawasan Internal a. Kepala Bidang 
b. Sekretaris 
c. Kepala Dinas 

5. Jumlah Pelaksana a. Kepala Dinas : 1 orang 
b. Kepala Bidang : 1 orang 
c. Kepala Seksi : 3 orang d. Staf : 1 orang 

6. Jaminan Pelayanan Penerbitan Akta Kutipan Keduayang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu 
7. Jaminan Keamanan 

dan Keselamatan Pelayanan 
Sistem Bebas Calo 



 
 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan 3(tiga) Bulan Sekali 

 
  

STANDAR PELAYANAN 
Penerbitan Akta Kutipan Kedua (akta yang 

hilang/rusak) terbitan Kab. Kepl. Talaud 

 
No. Dokumen : 1 TAHUN 2021 
Tgl. Efektif      : 22JANUARI 2021 

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi : 

No. Komponen Uraian 
1. Persyaratan 

Administrasi 
a. Akta rusak 

1) Melampirkan kutipan akta yang rusak 
2) Fotokopi KK dan KTP-el pemohon b. Akta hilang 
1) Melampirkan Surat Kehilangan dari kepolisian 
2) Fotokopi KK dan KTP-el pemohon 3) Fotokopi kutipan akta (jika ada) 

2. Sistem, Mekanisme 
dan Prosedur  

 

3. Jangka Waktu 
pelayanan 

1 (satu) hari kerja, kecuali mengalami kendala / gangguan teknis 
4. Biaya/Tarif Gratis 
5. Produk Pelayanan Penerbitan Akta Kutipan Kedua (perbaikan data, akta yang rusak, hilang)  
6. Penanganan 

Pengaduan, saran dan masukan 
Tatap muka langsung 

 
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi : 

No Komponen Uraian 
1 Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan 

Administrasi Kependudukan; e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan 
Dalam Administrasi Kependudukan; 

f. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
g. Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud. 
2. Sarana, Prasarana, 

dan/atau Fasilitas 
ATK, Printer, Komputer, Meja, Kursi, Jaringan, Kamera, Ruang tunggu, Toilet 

3. Kompetensi Pelaksana a. Memahami Peraturan Perundang-undangan b. Mampu menjalankan Aplikasi 
4. Pengawasan Internal a. Kepala Bidang 

b. Sekretaris 
c. Kepala Dinas 

5. Jumlah Pelaksana a. Kepala Dinas : 1 orang 
b. Kepala Bidang : 1 orang 



 
 

c. Kepala Seksi : 3 orang d. Staf : 1 orang 
6. Jaminan Pelayanan Penerbitan Akta Kutipan Kedua yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu 
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan 

Pelayanan 
Sistem Bebas Calo 

8. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan 3(tiga) Bulan Sekali 
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